
WALIKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 2 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 35 

TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN 

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA MADIUN, 

a bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan 

tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial, Pembcrdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak maka Peraturan 

WaJikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 lentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kcrja Dinas Sosial, Pernberdayaan 

Perernpuan dan Perlindungan Anak dipandang sudah 

lidak sesual sehingga perlu diubah ; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud daJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikola Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan 

WaJlkota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Dinas SosiaJ, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak ; 

1. Undang-Undang Nomor 1-2 Tah.un 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparalur 

Sipil Negara ; 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerinlahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015; 

4. Peraturan Pe.merintah Nomor 18 Tahun 2016 Lentang 

Perangkat Daerah ; 
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5. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah ; 

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan PerangkaL Daerah ; 

7. Pera tu.ran Daerah Kota Madiun N01nor 6 Tahun 20 J 7 

teni.ang Pedoman Pcmbentukan Produk Hukum Dacrah ; 

8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 

tcntang Kedudukan, Susunan Organisas1, Rincian Tugas 

dan F'ungsi., serta Tata Kcrja Dinas Sosial, Pemberdayaan 

Percmpuan dan Perlindungan Anak ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WAI,IKOTA MADIUN NOMOR 35 

TA.HUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANlSASI, RINCIA.N TOGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peracuran Walikora Madiun 

Nomor 35 Tahun 2016 tentartg Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Sosial, Pcmberdayaan Perempuan dan Pcrlindungan 

Anak (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 35/G), 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan huruf c ayat ( 1) diubah, dan huruf d ayat (l) 

Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruban 

berbunyi stbagai berikut : 

BAB ID 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal3 

( 1) Susunan Organisasi Dinas tcrdiri dari : 

a. Unsur Pimpinan 

b. Unsur Pembantu 

c. Unsur Pelaksana 

Kepala Dinas ; 

: Sekretarial ; 

l. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan 

Fakir Miskin ; 
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2. Bidang Pemberda:yaan Perempuan, Pernbinaan 

dan Kesejahteraan Keluarga ; dan 

3. Bldang Rehabilita.si SosiaJ, Perlindungan 

Perempuan dan Hak Anak. 

d. UPTD; 

e . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Dinas dipirnpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada di bawab dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. 

(4) Masing-masing Bidang dipimpin o leh seorang Kepala 

Bidang yang berada diba.wah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. 

(5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

(6) Kelompok Jabatan Fungsional djpimpin oleh seorang 

Tenaga Fungsional Seruor yang ditunjuk o leh Kepala 

Dinas. 

(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

Peraturao Walikota ini. 

2. Dianta.ra huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 

l (satu) huruf yakni huruf gl, sehingga Pasal 5 secara 

keseluruhan berbuoyi sebagai berikut : 

Pasal 5 

(1) Sek:retariat sebagairoana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf b mempunyru tugas roelaksanakan 

kebijakan pelayanan administrasi kepada semua 

unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan 

administrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan 

rumah tangga. 

(2) Untuk mela~saoakao tuga.s sebagrumana diroaksud 

pada ayat (1), Sek:retariat roeropuoyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan 

perencanaan program kerja dao evaluasi 

pelaksanaan tugas-tugas pada Sek:retariat ; 
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b. pelaksanaan koordinasi penyusunao program 

kegiatan dan pcnyclcnggaraan tugas-tugas Btdang 

secara terpadu dan tugas pelayanan adminislraUf; 

c. pengelolaan adminislrasi umum, rumah tangga, 
dan perlengkapan ; 

d. pengclolaan urusan kehumosan dan keprotokolan 

di llngkungan Dinas ; 

<:. pengelolaan administrasi dan pembinaan 

kepegawaian di lingkungan Dinas ; 

r. pelaksanaan admi nisll'8si kcuangan clan 

pembayaran gaji pegawai di lingkungan Oinas ; 

gl. penyusunan ren.cana program, 

pelaksanaan/ pengadaan, dan pemellharaao 

sarana dan prasarana di lingkungan di.nas ; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kcdinasan 

yang diberikan oleh K<:pala Dinas. 

3. Diantara huru! h dan huruf i ayaL (I) Pasal 7 disisipkan L 

(satu) huruf yakni huruf h I, sehingga Pasal 7 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasa17 

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan scbagaimana 

dimaksud clalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a mempunyai 

tugas · 

a. melakukan penyusunan pcrencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan lugas-lugas pada Sub 

Bagian Umurn dan Keuangan; 

b. melakukan urusan surat-mcnyurat dan tata 

kea:rsipan ; 

c. melakukan urusan rumah langga dan keamanan 

kantor; 

cL mclaku.kan urusan kehumasan, proLokoler, 

upacara dan rapaL dinas : 

e. melakukan urUSl,ill pcngcndalian tats usaha 

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, 

pcngadministrasian dan perawatan barang-barang 

invcntaris sesuaj ketentuan pcraturan penmdang­

undangan; 

f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan 

pert.anggungjawaban keuangan ; 
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g. melaksanakan administrasi da11 pembayara.11 gaji 

pegawai ; 

h. mengkoord.inasikan dan menghimpun bahan­

bahan untuk keperluan pcnyusunan dokumen 

yang memuat pendapatan, belan.1a dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran 

sen.a pcrubahannya di lingkungan Dinas ; 

hl. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, 

mclaksanakan/mengadakan, dan memelibara 

sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan 

i. melakukan tugas lain yang bersifaL kedinasan 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

(2) Sub Bagia.n Perencanaan dan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

hu.ruf b mempunya1 rugas : 

Kcpegawaian 

6 ayat (1) 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada 

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; 

b. melakukan penyusunan perencanaan program, 

evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ; 

c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan­

bahan unruk keperluan penyusunan dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang bcrisi 

rencana pcndapatan, rencana belanja program 

dan kegiaLan peranglau daerah i.erta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBO 

serta perubahann,ya di lingkungan Dinas ; 

d. menyusun, mengolah dan memelihara data 

adrninistrasi kepegawaian scrta data kegiat.an yang 

berhubungan dengan kepegawajan di lingkungan 

Dinas; dan 

e. melakukan tugas lain yang bersifat kcd.inasan 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

4. Ketentuan judul Bagian Ketiga diubah, sehingga Bagian 

Kcliga berbunyi sebagal berikut : 

Bagian Ketiga 

Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan 

Fakir Miskin 
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5. Ketentuan Pasa.1 8 diubah, schingga Pasal 8 secara 

Jreseluruhan berbunyi sebagai berikul : 

Pasal 8 

(I) Bidang Perlindungan, Pembe-rdayaan Sosial dan l?akir 

Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 3 

ayal (1) huruf c melaksanakan sebagian tugas dinas 

yang melipuli perlindungan sosial, pemberdayaan 
sos1al, dan penanganan fakir m1sk1n. 

(2) Untuk mclaksana.kan rugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I), Bidang Perlindungan, Pemberdayaan 

SosiaJ dan F'akir Miskin mempunyai fungsi : 

a. penyusuna n kebijakan Lckn1s, perencanaan 

program dan evaluasi pclaksanaan tugas-tugas 
pada B1dang Pcrlindungan, Pcmberdayaan Sosial 
dan Fakir Miskin ; 

b. pelaksanaao kebijakan teknis, fasilitasi, 
koordinasi, sen.a pemantauan dan cvaluasi 

perlindungan dan jaminan sosial ; 

e. pelaksanaa.r1 kebijakan tekn1s, 

koordinasi, serta pemantauan dan 

pemberdayaan sosial ; 

rasilitasi, 

evaluasi 

d . pelaJ<sanaan bantuan perlindungan sosial dan 

kepa.hlawanan ; 

e. pelaksanaan kebijakan t.ekn.is, fasi Ii tasi, 
koordinasi, scrta pemantauan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin ; 

f. pelaksanaan pclaporan program pcrlindungan 

jaminan pemberdayaan sosial, penanganan fakir 

miskin dan pelaksanaan nonna, standar, 

prosedur dan kritcria bidang sosial ; dan 

g. pclaksanaan tugas lain yang bersifaL kedinasan 

yang diberikan oleh Kcpala Dinas. 

6. Ketentuan Pasa.l 9 djubah, sehingga Pasal 9 secara 

keseluruha.n berbunyi sebagai berikut : 

Pa.sal 9 

(.1) Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir 

Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri 

dari : 

a. Seksi Pembcrdayaan Sosial; 
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b. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial; dan 

c. Seksi Pcnanganan Fakir Miskin. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing­

masing dip1mpin. oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dl bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Perlindun_gan, Pembc-rdayaan Sosial 
dan Fakir Miskin. 

7. KetcnLUan pada Pasal 10 diubah, scbingga Pasal 10 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berlkuL : 

PasallO 

(I) Seksi Pcmberdayaan Sosial sebaga.im1;tna dimaksud 

dalam. PasaJ 9 ayat (I) huruf a mempunyai tugas : 

a. melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, program kerja 

pelaksanaan lugas-lugas 

Pemberdayaan Sosial ; 

penyusunan 

dan evalu.asi 

pada Seksi 

b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan 

teknis, scrta pemantauan dan cvaluasi pckerja 

sosiaJ, pekerja sosiaJ masyarakat. tenaga 

kesejabteraa.n sosial kecamatan, serta Lenaga 

kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya; 

c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bi:mbingan 

teknis, se.rta pemantau.an dan evaluasi 

pemberdayaan s0s1al komunltas adaL tei-pencil ; 

d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bi:mbingan 

teknis, scn:a pcmantauan dan evaluasi lembaga 

konsultasi kesejahteraan keluarga dan unil peduli 

kcluarga ; 

e. mclaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan 

teknis, serca pcmantauan dan cvaluasi wahana 

kesejaht.eraan sosial berbasis masyarakat/ pusat 

kescjahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga 

kesejahlCraan sosiaJ ; 

f. mclaksanakan kebijakan, pelaksanaan bi:mbingan 

ceknis, serta pemantauan dan eva.Juasi penerbita.n 

izin pcngumpulan sumbangan. ; 

g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbmgan 

teknis, serta pemantaua.n dan evaluasi penggal1an 

potensi, nilai kepahlawanan, keperinlisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial ; 



- 8 • 

h. rnelaksanakan pengelolaan Laman makam 
pahlawan; 

1. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan 

tcknis, serta pemantauan clan evaluasi tanggung 

jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial ; dan 

j . melakukan tugas-tugas lain 

kedinasan yang cliberikan oleh 
yang bcrsifat 

Kepala Bidang 
Perlindungan, Pemberdayaan Sosia l da.n P'ak.ir 

Miskin. 

(2) Seksi :Perlindungao Jarninan Sosial sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayal (I) huruf b mempunyaj 

tu.gas: 

a melakukan penyusunan perencanaan program dan 

evaluasi pelaksanaan tugas-Lugas pada Seksi 

Pcrlindungan Jaminan Sosial ; 

b. melaksanakan kcbiJakan, pcmberian bimbingan 

tckrus, serla supervisi, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kesiap siagaan dan mitigasi : 

c. melaksanakan kebijakan. pemberian bimbingan 

teknis, serta supervisi, evaJuasi, dan pelaporan 

pelaksanaan pcnanga.nan korban bencana alam, 

pemuliha:n, dan penguatan sosial ; 

d melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

Leknis, sena supervisi, evaJuasi, dan pelaporan 

pelaksanaan kemitraan, pengclolaan IogisLik, 

penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan 

trauma bagi korban bencana aJam; 

e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis, serta supcrvisi, evaluasi, dao pelaporan 

pelaksanaan pencegahan. penanganan korban 

bencana sosial, politlk, dan ekonomi , 

f. mclaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis, serta supervisi, cvaluasi, clan pelaporan 

pelaksanaan pemulihan sosial clan reinlegrasi 

!,OSiaJ ; 

g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis, sena supervisi, cvaluasi, clan pelaporan 

pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan 

pemulihan trauma bagi korban bencana sosial ; 
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h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis, sena supervisi, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksaoaao seleksi, verifikasi, validasi, lCrminasi, 

dan kenntraan jaminan sosial keluarga ; 

i. mclaksanakan kebijakan, pcmberian bimbingan 

Leknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporao 

pelaksanaan penyaluran banluan dan 

penda mpingan jaminan sosial keluarga ; dan 

J. melakukan rugas-tugas lain yang bersifat 

kedinasan ya11g diberikan oleh Kepala Bidang 

Perlindungan, Pemberdayaan Sosial clan Fakir 

Miskin. 

(3) Seksl Penanganao Fakir Miskin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( l) huruf c mempunyai 

tugas: 

a. melaku.kan penyusunan perencanaan program dao 

evaluasi pelaksaoaan tugas-tugas pada Seksi 

Penanganan Fakir Miskin ; 

b. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskln 

cakupan kabupaten/kota; 

c. mclaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

tcknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan idenlifikasi dan pemetaan ; 

d. melaksanakan kebijakao, pemberian bimbingan 

tekois, sena supervisi, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan penguatan kapas:itas ; 

e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

Leknis, serta supe1visi, eva luasi, dan pelaporan 

pelaksanaan pendampingan ; 

f. mcla ksanakan kebijakan, pemberian bimbiogan 

teknis, sert.a supervisi, evalua.si, dan pelaporan 

pelaksanaan pemberdayaan : 

g. melaksanalcan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporao 

pelaksanaan bantuan stimulan ; 

h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis, serta. supervisi, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan penataan lingkungan sosial ; dan 

1. melakukan tugas-tugas Jain yang berslfat 

kedjnasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Perlindungan, Pemberdayaaa Sosial dan. Fakir 

Miskin. 
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8. Diantara huruf e da1, huruf f ayat (3) Pasal 13 disisipkan 

I (satu) huruf yakni huruf el, sehmgga Pasal l J sccara 

keseluruhan berbunyi sebagru berikut : 

Pasal 13 

( l) Seksi Pemberdayaan Percmpuan 

dirnaksud dalam Pasal 12 ayaL 

mempunyai tugas : 

sebaga.imana 

(I) huruf a 

a melakukan penyusunan perencanaan program 

dan cvaluasi pelaksanaan tugas-rugas pada Seksi 

Pcmberdayaan Perempuan; 

b. melak-ukan penyiapan bahan penctapan kebijakan 

Daerah pelaksanoan pengarusutamaan gender 
(PUG) ; 

c. rnelakukan koordinasi, fasilitasi dan medias, 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ; 

d. mclakukan fasilitasi pcnguatan kclcmbagaan dan 

pengembangan mekanisme Pengarusuta.maan 

Gender pada lembaga pcmerintahan, Pusal Stud! 

Wanita, lembaga penelitian dan pengembangan 

lcmbaga non pemenntah; 

e. melakukan koordinasi dan fasililasi kebijakan, 

program dan kegiatan yang responsif gender; 
f. mclakukan analisis gender dan 

materi Komunikasi, lnformasi 

Penga.rusutamaan Gender ; 

pengembangan 

dan Edukasi 

g. mclakukan Pengarusutamaan Gender yang terka1l 

clengan bidang pcmbangunan lerut.ama di bidang 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak 

Asasi Manusia clan politik ; 

h. rnclakukan fasilit.asi penycdiaan data terpilah 

menuruljenis kelamin; 

i. melakukan pcnyiapan bahan dalam rangka 

penyelenggaraan kebijakao daerah dalam 

peningkatan kualitas hidup perempuan yang 

terkail dengan bidang pembangunan terutama 

dibidang pendiciikan, kcschatan, ekonomi, hukum 

dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan 

sosial budaya ; 
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J. mclakukan fasili tasi, penguamn 

lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha 

untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan 

peningkatan kesejabteraan perempuan ; 

k. melakukan pengembangan dan penguatan 

jaringan kerJa lembaga masyarakaL dan dunia 

usaha unruk pelaksanaan Penga.rusulamaan 

Gender, kesejahteraan pere.mpuan; 

I. melakukan fasilirasi pengembangan dan 

penguatan jaringan kerja lembaga masya.rakat dao 

dunia usaha 

Pengarusutamaan 

untuk 

Gender, 

pclaksanaan 

kesejahteraan 

perempuan; 

m. me.lala.1.k.an fasilit.asi lembaga masyarakat untuk 

melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan 

Kesetaraan dan Keadilan Gender ; 

n. melakukan pengumpulan, pengolahan dan 

analisis, pemanfaatan dan pcnycbarluasari s1st-em 

informasi gender; 

o. mclakukan analisis, pemanfaacan, 

pcnycbarluasan dan pcndokumcntasian data 

terpilab menurul jenis kelamin, khusus 

perempuan; 

p. melakukan pemantauan dan eva luasi serta 
pelaporan pelaksanaan pendataan dan i,istcm 

informasi gender , dan 

q. melaksanakan lugas lain yang bersifal kcdinasan 

yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan 

Perempuart, Pcmbinaan dan Kesejahteraan 

Keluarga. 

(2) Seksi Pembinaan clan Kesejabteraan 

sebagaimana cllinaksud dalam Pasal 12 

hurur b mempunyai lugas : 

Keluarga 

ayal (1) 

a. melakukan pcnyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan lugas-rugas pada Seksi 

Pembinaan dan KcsejahLeraan Keluarga; 

b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 

gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga; 
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c. melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan 

gerakan pemberdaya,an dan kesejahteraan 

keluarga: 

d. melakukan monitoring, cvaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan gerakan pernberdayaan 

kesejahteraan keluarga ; dan 

e. melakukan lugas-lugas lain yang 

kedinasan yang dlberikan oleh Kepala 

bersifat 

Bidang 

Pemberdayaan Pcrempuan, Pembina.an dan 

Kesejahleraaa Kcluarga. 

(3) Seksi Pemberdayaan Lcmbaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

burur b mempunyai tugas : 

Masyarakat 

12 ayal (1) 

a. melakukan penyusunan perencanaru1 program 

dan evaJuasi pelaksanaan lugas-Lugas pada Seksi 

Pcmberdayaan Lembaga Masyarakat ; 

b. menetapkan pedoman, norma, standar. kriteria 

dan prosedur di seksi pemberdayaan lembaga 

masyarakat ; 

c. mclakukan penyiapan 

daerah pelaksaoaan 

masyarakat; 

bahan pcnctapan kebijakan 

pemberdayaan lembaga 

d . melakukan fasilitasi, koordinasi dan mediasi 

lembaga-lcmbaga di masyarakal; 

e. melakukan pcl:ic\tiha.n, monitoring dan supervisi 

kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat; 

el. melakukan fasilitasi, koordinasi dan mcdiasi 

Kader Pemberdayaan Masyarakat ; dan 

r. melakukan rugas-tugas lain yang bersifat 

kcdinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pembcrdayaan Perempuan, Pcmbinaan dan 

Kesejahteraan Keluarga. 

9. Kclenluan judul Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian 

Keli.ma berbunyi sebagai beri.kut : 

Bag:ian Kellina 

Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan 

HakAnak 
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10.Ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehlngga Pasal 14 

secara keseluruhan berbunyi sebagai berih.-ut : 

Pasal 14 

(1) Bidang Rehabi litasi Sosial Perlindungan Perempuan 

dan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayal ( l) huruf c angka 3 mcmpunyai tugas 

melaksanakan sebagian lugas Dinas di lingkup 
bidang rchabilitasi sosial, perlindungan pcrcmpuan 
dan perlindungan hak anak. 

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagajmana dimaksud 

pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial, 
Perlindung.an Perempuan dan Hak Anak mempunyai 
fungsj: 

a. penyusunan perencanaan, program kerja dan 
evaluast pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang 

Rehabilitasi Sosial, Pcrlindungan Pcrempuan dan 
Hak Anak; 

b. pelaksanaan penyusunan petunj uk Leknis di 
lingkup perlindungan pcrcmpuan, perlindungan 
hak anak dan Rehabililasi Sosial ; 

c. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, 
pengawasao dan pengendalian, evaJuasi, dan 

pelaporan di lingkup perlindungan pcrcmpuan, 
perlindungan hak anak dan rchabilitasi sosiaJ ; 

d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan 
teknis, serta supcrvisi, evaluasi, dan pclaporan 
pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, 

pengcmis, anjal, psikotik (ODGJ), disabilitas, 
orang terlantar, orang terlantar dengan tempat 
tinggal Lidak tetap, pemulung, pengamcn, bekas 

warga binaan lembaga pemasyarakal..an, serta 
korban perdagangan orang dan korban tindak 

kckerasan di dalam panti dan/ at.au lembaga; 
e. pclaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan 

tcknis, serta supcrvisi, evaluasi dan pclaporan 
pclaksanaan kebijakan ru bidang rehabilitasi sosial 
cks Luna susila si dalam panti dan/atau lembaga; 

r. pelaksanaan kebljakan, pelaksanaan bimbingan 
teknis, sen.a pcmantauan dan evaluasi 

pelaksanaan pengcmbangan kelembagaan 
rchabilltasi sosiaJ tuna sosial dan korban 

perdagangan orang di dalam panli dan/atau 

lembaga; 
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g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan 

HlV / AJOS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan 

dilapor,kan kepada Kementerian Sosial ; 

h. pcngelolaan dat.a pelayanan sos1al korban 

penyalahgunaan NAPZA ualuk clikoordinasikan 

dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial; da.n 

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bcrsifat 

kedinasan yang diberikan oleh Kcpala Dinas. 

11.Kecentuan pada Pasal 15 dlubah, sehingga Pasal 15 

sccara kcseluruhan berbunyi sebagai bcrikut . 

Pasal 15 

( I) Bida.ng Rehabilitasi SosiaJ, Perlindungan Perempu.an 

clan Hak Anak sebagaimana d.imaksud dalam Pasal 14 

terdiri dari : 

a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak ; 

b. Scksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan 'l'umbu.b 

Kemban~ ; dan 

c. Seksi Rehabilitasi Sosia I ; 

(2) Seksi seba.gai:mana dimaksud pada ayat (1) masing­

masing dipimpLn oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Bidang Rcha.bilitasi Sosial. Perlindungan 

Perempuan clan Hak Anak. 

12. Ketentuan pada 16 diubah, sehingga Pasal 16 secara 

kcscluruhan berbunyi sebagai berikul : 

Pasal 16 

( 1) Seksi Perlindungan Perempuan dan A nak 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf a mempunyai tugas : 

a . melakuka.n pcnyusunan per<:ncanaa.n program 
dan evalua:si pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi 

Perlindungan Perempuan dan Anak ; 

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan 

kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan 

dan anak dari tindak kekerasan ; 
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c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerJasama 

dlbidang perlindungan pe rempuan dan anak ; 

d. menyiapkan bahan upaya pencegahan dan 

pcnghapusan segala benluk kekerasao terhadap 

perempuan dan Anak ; 

e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan 

kualitas hidup perempuan dan Anak dan Anak 

dalam bidang pcndidikan, kesehata.n, ekonomi, 

hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial 

budaya; 

f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka 

penyelengga:raan kebijakan daerah dalam 

perlindungan perempuan dan Anak lerutama 

perl.indungan terhadap kekerasa.n, tt:naga kerja. 

perempuan, perempuan lanjul usia dan 

penyandang cacal dan pcrempuan ; 

g. mela.kukan penyiapan bahan dalam rangka 

penyelenggaraan kebijakan Daerah dalam 

meningkatkan KuaJitas Hidup Perempuan dan 

Anak yang terkail dengan bidang pembangunan 

terut.ama cli bidang pendidikan,kesehatan, 

ekonomi, hukum dan HAM, Politik, lingl,.-ungan 

dan Sosial Buda.ya ; 

h. melakukan pengintegrasian upaya pen.ingkatan 

kualitas bidup perempuan dan anak da.lam 

bidang pendidikai1 , kesehatan, ekonomi, Hukum 

dan HAM, politik, lingkungan da.Il sosial budaya; 

dan 

L melakukan tugas-tugas lain yang bersifa.t 

kedinasan yang dlbcrikan oleh Kepala Bidang 

Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan 

HakAnak. 

(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Tumbuh 

Kembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (l) buruf b mempunya.i tugas: 

a. melalrukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan tugas-t1.1gas pada 

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Tumbuh 

Kembang; 
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b. melaksaaakan kebijakan, pelaksanaan 

bimbingan Lcknis, sena pcmantauan clan 

evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak 

balila lerlanlar , 

c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan 

bimbingan teknis, serta pcmantauan dan 

cvaluasi pelaksanaan rehabilii.asi sosiaJ anak 

Lerlantar serta anak penyandang d.isabilitas ; 

d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan 

bimbingan tcknis, serta pemantattan dan 

evaluasi pelaksanaan rchabilir.asi sosial anak 

berhadapan dengan hukum; 

e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan 

teknis, serta pcmant.auan dan evaluasi 

pelaksana.an rcbabllitasi sosial anak yang 

ruemerlukan perlindungan ; dan 

r. melakukan tugas-tugas lain 

kediaasan yang diberikan oleh 

yang bersifat 

Kcpala Bidang 

Rehabil.itasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan 

HakAnak 

(3) Seksi Rebabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud 

dalarn PasaJ 15 aya.l (11 hurufc mempunyai tugas: 

a. melakukan penyusunan perencanaan program 

dan evaluasi pelaksanaan lugas-tugas pada 

Seksi Rehabilita.si Sosial ; 

b. melaksanakan kebijakan, pcmberian bimbingan 

Leknis, serta supervisi, pemanta1.1an, cvaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rehabilit.asi sosial 

penyandang disabilt tas fisik clan sensorik di luar 

panti dan/atau lembaga : 

c. melaksanaka.n kebijakan, pemberian bimbingan 

teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rehabllicasi sosial 

penyandang disabllitas mental dan intelcktual di 

luar panti den/at.au lembaga ; 

d. melaksanakan kebijakan, pemberian bunbingan 

Lcknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan pdaksanaan rehabilitasi sosial 

lembaga pemasyarakatan, serta korban 

perdagangan orang dan korban lindak 

kckerasan di luar panti dan/atau lembaga ; 
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e. melaJ<sanakan kebijakan, pemberian bimbingan 

teknts, sena supervis1, pemantauan, evaluasi, 

dan pelaporan pela.ksanaan rchabilitasi sosial 

gelandangan, pengemis, bekas warga binaan 

lembaga pemasyarakata.o, serta korban 

perclagangan orang dan korban tindak 

kekerasan di luar panli dan/atau lembaga; 

f. mela.ksana.kan kcbijakan, pembcnan btmbingan 

teknis., serta supervisi, pemaotauan, evaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 

rehabilitasi sosial eks tuna susila d i luar panti 

dan/arau lcmbaga; 

g. melaksanakan pengelolaan data pelayanan 

sosiaJ orang dengan HfV / ArDS (ODHA) untuk 

dikoordina sikan dan dJJaporkan kepada 

pemcrintah dacrah provmsi , 

h. melaksana.kan pcngclolaan data pelayanan 

sosiaJ korban pcnyalahgunaan NAPZA untuk 

dikordinasikan dan dilaporkan kepada 

pemerintah daerah provinsi ; 

i. mclaksanakan kebijakan, pelaksanaan 

bimbingan teknis, sena pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pengembangan 

kelembagaan rehabilitasi s0s1al penyandang 

disabi.Litas, tuna sosial dan korban perdagangan 

orang di luar pan Li dan/ a tau lembaga , 

J. pela.ksanaan kcbijakan, pembcrian bimbingan 

reknis, scrta supervisi, pcmanLauan, cvaluasi, 

dan pelaporan pelaksanaan rehabilila.si sosial 

lanjul usia ; dan 

k. melakukan tugas-tugas lain yang bersifaL 

kcdinasan yang dibcrikan oleh Kepala Bidang 

Rehabilit.asi Sosial, Perlindw1gan Perempuan dan 

Hak Anak. 
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13. Ketentuan pada Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 secara 

keseluruhan berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 18 

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

angka l mempunyai tugas: 

a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau 

kegjatan teknis penunjang tertentu ; 

b. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang 

diberikan oleh Kepala Dinas. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

orang mengetahuinya, 

Peraturan Walikota 

memeriotahkan 

1m dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kota Madiun. 

Diundangkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Se ptembe r 20 18 

Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

RUSDIYANTO, SH. M.Hum. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19671213 199503 1 003 

BERJTA DAERAH KOTA MADIUN 

TAHUN 2018 NOMOR 27 /G 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 14 Sep tembe r 20 18 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARIS DAERAH 

u .b . 
.. .,,.,.,..,_IAN HUKUM 

1,;,\\,"t'.-,li 

'!..-~:::::;:"\· 

Pembina 
SH 

NI P. 19750117 199602 1 001 
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

KEPALA DINA$ SOSIAL, PEMDERDAYAAN PEREMPUAN 
DAN PERLrNDUNGAN ANAK 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I I SEKRETARIAT 

I I I I 
I I 

SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN DAN KEUANGAN 

KEPEGAWAIAN 
I I I 

BlOANG REHABILITASI SOSIAL, B!DANG PEMBERDAYAAN I BIDANO PERLINDUNOAN, 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN PERElvfPUAN. PEMBJNAAN DAN r~:MBERDAYAAN SOSIAL DAN 

DAN HAKANAK KESE:JAHTERAAN KELUARGA F'AKJR MISKJN 

I I I 

I-
SEKSI PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK 

>-
SEKSIPEMBERDAYAAN SEKSI PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 
,-

SOSIAL 

::;EK.:SI r<l!.ntu>IL!Tn.,·, ::;v::;JJ\L SEKSI PEMBINMN DAN 
SEKSI PERLINOUNGAN 

I- ANAK DAN TUMBUH ... KESE:JAHTERAAN ,-
,JAMINAN SOSJAL WALIKOTA MADIUN, KEMBANG KELUARGA 

SEKSJ REHABJUTASI SOSIAL SEKSIPEMBERDAYAAN SEKSI PENANGANAN FAKIR ttd ~ ~ 

LEMBAGA MASYARAKAT - MISKIN 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hwn. 
UPTD 


